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PENDAHULUAN

A.LatarBelakang

DilihatdariPeraturanPerundang-undanganyangpalingtinggidiNegara

Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum atau setelah

(diamandemen)makadidalam Pembukaannya(Preambule)alineakeempat

tertulis:1

“KemudiandaripadaituuntukmembentuksuatuPemerintahanNegara
IndonesiayangmelindungisegenapbangsaIndonesiadanseluruhtumpahdarah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupanbangsa,danikutmelaksanakanketertibanduniayangberdasarkan
kemerdekaan,perdamaianabadidankeadilansosial,..”

Pernyataandalam pembukaankonstitusitersebutmengisyaratkanbahwa

negarabertanggungjawabterkaitmencerdaskankehidupanbangsayangdapat

dikatakansebagaisalahsatuhakasasimanusia,haktersebutadalahhak-hak

yang dimilikimanusia semata-mata karena ia manusia.Umatmanusia

memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau

berdasarkanhukum positif,melainkansemata-mataberdasarkanmartabatnya

sebagaimanusia.2Pada hakekatnya merupakan pengakuan akan adanya

kebebasan untuk merdeka,pernyataan kemerdekaan sebagaihak segala

bangsamerupakanpengakuanHAM yanguniversaluntukhidupbebasdari

penindasanbangsalaindanmenegaskanadanyakedudukansejajaratassemua

1EmmanuelSujatmoko,HakWargaNegaraDalamMemperolehPendidikan,JurnalKonstitusi,
Volume7,Nomor1,Februari2010,hlm.184-185
2RhonaK.M.Smithdkk,HakAsasiManusia,Cetakan2,Yogyakarta:PusatStudiHakAsasi
ManusiaUniversitasIslamIndonesia,2010,hlm.11.



bangsadidunia.Pengakuanterhadapperikemanusiaanadalahintisarirumusan

HAM,karenapadahakekatnyaHAM merupakanhakdasaryangdimilikioleh

setiapmanusiasemata-matakarenadiamanusia.3

Menghubungkan antara tanggung jawab negara dalam mencerdaskan

kehidupanbangsasertamenjagahakkemerdekaansetiap warganegara

denganperkembangan sistem pendidikansetelahkemerdekaanIndonesia

adalah artipenting daripembangunan pendidikan dan kebudayaan serta

merupakanpelaksanaanamanatkonstitusiyangsecaralugasdinyatakandalam

berbagaipasal.Dalam Pasal28C,ayat(1),Undang-Undang Dasar1945

menyatakanbahwa:

”Setiaporangberhakmengembangkandirimelaluipemenuhankebutuhan
dasarnya,berhakmendapatkanpendidikandanmemperolehmanfaatdariilmu
pengetahuanteknologi,senidanbudaya,demimeningkatkankualitashidupnya
dandemikesejahteraanumatmanusia”.4

Pendidikan merupakan salah satu tiang dalam pembangunan bangsa,

pendidikantidakdapatdipisahkandaribangsakarenakelangsunganhidupdan

kemajuanbangsaditentukanolehmajutidaknyapendidikandisuatunegara.Hal

inimembuatperanpendidikandisuatubangsasangatpentingkeberadaannya

dansebagaibekaldalam menghadapiperkembanganzamandalam setiap

prosesnya.PenyelenggaraanPendidikantelahtercantumdalamUndang-undang

Dasar1945Pasal31yangmenyatakanbahwa:5

(1)Setiapwarganegaraberhakmendapatkanpendidikan;

3YusrilIhzaMahendra,DinamikaTataNegaraIndonesiaKompilasiAktualMasalahKonstitusi
DewanPerwakilandanSistemKepartaian,Cetakan1,Jakarta:GemaInsaniPress,1996,hlm
92
4Pasal28C,ayat(1)Undang-UndangDasarNegaraRITahun1945
5Pasal31Undang-UndangDasarNegaraRITahun1945



(2)Setiap warga negara wajib mengikutipendidikan dasardan
pemerintahwajibmembiayainya;

(3)Pemerintahmengusahakandanmenyelenggarakansatusistem
pengajarannasionalyangmeningkatkankeimanandanketakwaan
sertaakhlakmuliadalamrangkamencerdaskankehidupanbangsa
yangdiaturdalamundang-undang.

Pendidikandiibaratkansebagaimodaldasardalamkebudayaandansebuah

pondasiutamadalammembangunperadabansuatubangsa,sebuahkesadaran

akanpentingnyapendidikanakanmenentukankualitaskesejahteraanlahirdan

batinsertamasadepanmasyarakatnya.Dalam Pasal28Eayat(1)Undang-

UndangDasarmenyatakanbahwa,“setiaporangmemilikikebebasandalamhal

memilihpendidikandanjugapengajaran“.6

Upayamelaksanakanamanatkonstitusiterkaitdenganpendidikanadanya

dukungandariPeraturanPerundang-undanganyangdiaturdidalam Pasal1

ayat(2)Undang-UndangNomor15Tahun2019 TentangPerubahanAtas

Undang-undang Nomor12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undanganyangberbunyi:

“PeraturanPerundang-undanganadalahperaturantertulisyangmemuat
normahukumyangmengikatsecaraumumdandibentukatauditetapkanoleh
lembaga negara atau pejabatyang berwenang melaluiproseduryang
ditetapkanalamPeraturanPerundang-undangan.”

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-undang harus dilakukan

berdasarkanasaspembentukanPeraturanPerundang-undanganyangbaik

diaturdalam Pasal5Undang-UndangNomor12Tahun2011TentangCara

6IPutuAndikaPratamadanIKetutSuardita,”PenerimaanPesertaDidikBaruMelaluiJalur
ZonasiSekolah”JurnalKerthaPatrikaVol.41,No.3,Desember2019,hlm.239.



PembentukanPeraturanPerundang-undanganmeliputi:7

a.Kejelasantujuan
b.Kelembagaanataupejabatmembentukyangtepat;
c.Kesesuaianantarajenis,hierarkidanmaterimuatan;
d.Dapatdilaksanakan;
e.Kedayagunaandankehasilgunaan;
f.Kejelasanrumusan,dan
g.Keterbukaan.

SedangkandalamPasal1ayat(1)Undang-UndangNomor15Tahun2019

tentangPerubahanAtasDasarUndang-UndangNomor12Tahun2011juga

menjelaskan pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakup

beberapatahapsebagaiberikut:

1.TahapPerencanaan
2.TahapPenyusunan
3.TahapPembahasan
4.TahapPengesahan/penetapan
5.TahapPerundang-undangan

Olehkarenaitusebelum melakukanpembentukanPeraturanPerundang-

undangan para pejabatatau lembaga yang berwenang yang membentuk

peraturan tersebutsebaiknya memenuhiprosedurperencanaan Peraturan

Perundang-undangan.

PeraturanPerundang-undanganmemilikimaterimuatandidalamnyasesuai

denganjenis,fungsi,danhierarkiPeraturanPerundang-undanganyangdiatur

dalampasal7ayat(1)Undang-undangNomor12Tahun2011terdiriatas:

1.UUDNegaraRITahun1945
2.TapMPR

7Pasal5Undang-UndangNomor12Tahun2011TentangTataCaraPembentukanPeraturan
Perundang-undangan,



3.UU/PeraturanpemerintahpenggantiUU
4.PeraturanPemerintah
5.PeraturanPresiden
6.PeraturanProvinsi
7.PeraturanDaerahKabupaten/Kota

KedudukanperaturanmenteridalamUndang-undangNomor12Tahun2011

TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangandiaturdalamPasal8ayat

(1)yangberbunyi:

“JenisPeraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam pasal7ayat(1)mencakup peraturanyang ditetapkanolehMajelis
PermusyawaratanRakyat,Dewanperwakilanrakyat,DewanPerwakilanDaerah,
MahkamahAgung,MahkamahKonstitusi,BadanPemeriksaKeuangan,Komisi
Yudisial,BankIndonesia,Menteri,Badan,LembagaatauKomisiyangsetingkat
yangdibentukdenganUndang-UndangatauPemerintahatasperintahUndang-
Undang,DewanPerwakilanRakyatDaerahProvinsi,Gubernur,DewanPerwakilan
RakyatDaerahKabupaten/Kota,Bupati/Walikota,kepaladesaatausetingkat.”

DariketentuandiatasmenjelaskansecarategasjenisPeraturanPerundang-

undanganberupaPeraturanMenteri,namunfrase “…peraturanyangditetapkan

oleh…menteri…” diatas,mencerminkankeberadaanPeraturanMenterisebagai

salahsatujenisPeraturanPerundang-undangan.Dengandemikian,Peraturan

MenterisetelahberlakunyaUndang-undangNomor12Tahun2011tetapdiakui

keberadaannyadanmempunyaikekuatanhukum yangmengikatyangterdapat

dalamPasal8ayat(2)Yangberbunyi:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjangdiperintahkanolehPeraturanPerundang-undanganyanglebihtinggi 

atau dibentukberdasarkankewenangan.”

DariPasaldiatasmenjelaskanbahwaterdapatduasyaratagarPeraturan-

peraturanyangterdapatdalam Pasal8ayat(2)memilikikekuatanmengikat



sebagaiPeraturanPerundang-undanganyaitu:

1.DiperintahkanolehPeraturanPerundang-undanganyanglebihtinggi;

atau

2.Dibentukberdasarkankewenangan.

Kalimat”diperintahkanolehPeraturanPerundang-undanganyanglebih

tinggi”samaartinyadengankewenangandelegasi.PenjelasanPasal8ayat(2)

menjelaskan yang dimaksud dengan berdasarkan kewenangan adalah

penyelenggaraanurusantertentudipemerintahansesuaidenganketentuan

Peraturan Perundang-undangan,pengertian dariPasal8 ayat(2)dapat

memunculkan anggapan bahwa suatu bentuk pengatribusian kewenangan

mengaturtersendirikepadalembagayangdimaksudpadaayat(1)sehingga

tanpa adanya undang-undang yang mengatribusikan kewenangan kepada

lembagapemerintahtersebut,makalembagayangbersangkutantetapdapat

membuatperaturankarenasudahmemilikikewenanganatribusi.8

KebanyakandarilembagapemerintahyangdimaksuddalamPasal8ayat(1)

telahmemperolehatribusikewenanganmengaturdariundang-undangyang

mengaturpembentukanlembagaitusendiri.NamunberbedahaldenganMenteri

sebagaibagian pemerintahan,Menteritidak diberikewenangan membuat

peraturanolehUndang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerian

Negara.Artinyatidakadakewenanganatribusiuntukmembentukperaturanyang

didapatdariundang-undangyangmengaturnya,karenaUndang-UndangNomor

8NindyaChairunnisaZahra,SonyMaulanaSikumbang,KewenanganPembentukanPeraturan
MenteriSebagaiJenisPeraturanPerundang-undangan,FakultasHukum,UniversitasUI
Depok,Depok,16424,Indonesia.,hlm.3



39Tahun2008tidakmengatribusikankewenanganmengaturkepadaMenteri.

PeraturanMenteriyangdibentukatasdasarperintahdariundang-undang

dikategorikan sebagaiPeraturan Perundang-undangan atasdasardelegasi

(delegatedlegislation).Secaraumum PeraturanPerundang-undangandelegasi

adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentukatasdasarperintah

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggidan kekuatan mengikat

PeraturanPerundang-undanganyangdiaturdalam Pasal8ayat(1)Undang-

UndangNomor12Tahun2011,termasukPeraturanMenteri,sedangkanPasal8

ayat(2)Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur

keberadaanPeraturanPerundang-undanganatasdasardelegasi(peraturanyang

diperintahkanolehPeraturanPerundang-undanganyanglebihtinggi).Pasal8

ayat(2)Undang-UndangNomor12Tahun2011jugamenegaskanadanya

PeraturanPerundang-undanganyangdibentukatasdasarkewenangandan

posisiaturanMenteriiniterletakdibawah Undang-Undang.

PadaawalnyaPeraturanPerundang-undanganyangmengatur tentang

pendidikandiaturdidalamUndang-UndangNomor2Tahun1989TentangSistem

PendidikanNasionaldigantidenganUndang-UndangNomor20Tahun2003

TentangPendidikanNasional.PenggantianUndang-UndangNomor2Tahun

1989disebabkankarenatidakmemadailagisehinggaperludisempurnakanlagi

sesuaidenganamanatperubahanUndang-UndangDasar1945.

PemberlakuanUndang-UndangNomor20Tahun2003TentangSistem

PendidikanNasional.Sistemmerupakankeseluruhankomponenpendidikanyang

salingterkaitsecaraterpaduuntukmencapaitujuanpendidikannasional.Tujuan



darisistem pendidikannasionalsejalandengantujuanbangsaIndonesiayang

tertuangdalam pembukaanUndang-UndangDasarRepublikIndonesiaTahun

1945diantaranya,mengembangkankemampuandanmembentukwatakserta

peradabanbangsayangbermartabatdalam rangkamencerdaskankehidupan

bangsa,bertujuanuntukberkembangnyapotensipesertadidikagarmenjadi

manusiayangberimandanbertakwapadaTuhanYangMahaEsa,berakhlak

mulia,sertasehat,berilmu,cakap,kreatif,mandiridanmenjadiwarganegara

yangdemokratissertabertanggungjawab,disisilaindapatkitalihatbunyiPasal4

ayat(1):

“Pendidikandiselenggarakansecarademokratisdanberkeadilansertatidak
diskriminatifdenganmenjunjungtinggihakasasimanusia,nilaikeagamaan,nilai
kultural,dankemajemukanbangsa”.9

AlasanmengapaPendidikanharusdiselenggarakansecarademokratisdan

tidakdiskriminatifadalahagarmampumengembangkankemampuanmanusia

menjadipelakusosialkreatifdanmengantisipasiperkembangan-perkembangan

teknologisehinggapendidikandanperubahansosialmenjadisiapdanmampu

mengatasituntutanzaman.10 Untukmewujudkanhaldemikianagarsistem

pendidikanmenjadipranatasosialyangkuatdanberwibawamemberdayakan

semuawarganegaraIndonesiauntukberkembangmenjadimanusiayang

berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang semakin

9Pasal4ayat(1)Undang-UndangNomorUndang-UndangNomor.20Tahun2003Tentang
SistemPendidikanNasional.
10 NoengMuhadjir,IlmuPendidikanDanPerubahanSosial,TeoriPendidikanPelakuSosial
Kreatif,(Yogyakarta:BigraffPublishing,2000),hlm.7.



berubah.11

Adanya kesadaran tentang pentingnya pendidikan negara memiliki

kewajibanmenyelenggarakanprosespendidikanbagiwarganegaranyadengan

sebaik-baiknya,halituditegaskandalam Undang-UndangSistem Pendidikan

NasionalPasal11ayat(1),yaitu:

“pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan,serta jaminan terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi

setiapwarganegara”.12

Dalampendidikanterdapattahapanawaluntukmemulaijenjangpendidikan

melaluipenerimaanpesertadidikbaru,pesertadidikbarumerupakanproses

seleksiyangmenentukanpesertadidikbaruditerimadisekolahdansalahsatu

kegiatanyangpertamakalidilakukandalamsebuahlembagapendidikan.Proses

inidiharapkan berjalan dengan objektif,akuntabel,transparan dan tanpa

diskriminasisehingga dapatmendorong pemerataan pendidikan.Tujuan

pendidikannasionaldapattercapaidengandibentuknyasuatustrategiyang

berkaitan dengan permasalahan pendidikan diIndonesia.Permasalahan

pendidikanmeliputimutupendidikan,pemerataanpendidikandanmanajemen

pendidikan.

Pada suatu negara pendidikan sebenarnya telah menjadisalah satu

perhatianyangkhususuntukbagaimanaaksespemerataanyangdapatdinikmati

olehsemuawarganegaraIndonesia.Dalam pemerataanterdapatduaaspek

11VisiSistem PendidikanNasional,Undang-undangNomor20Tahun2003TentangSistem
PendidikanNasional.
12 Pasal11ayat(1)Undang-UndangNomor20Tahun2003TentangSistem Pendidikan
Nasional.



yangperludiperhatikan,Pertama,persamaankesempatanuntukmemperoleh

pendidikanyaituaksespendidikandapatdinikmatiolehsemuapendudukyang

bersekolah.Kedua,keadilandalam memperolehpendidikanyangsamadalam

masyarakatyaitupendidikandapatdiaksesolehantarsuku, agama,dan

kelompoksecarasama.

Untukmelihatpemerataanlayananpendidikanlazim digunakanindikator

tingkatpartisipasipendidikan pendudukusia sekolah pada jenjang dasar,

menengahdantinggi.PadajenjangDasar(SD)danSMP/MTSrelatiftidakada

masalahkarenaangkapartisipasikasar(APK)danAngkaPartisipasiMurni

terbilangtinggidanmenggambarkanbahwalayananpendidikansudahrelatif

merata.Sedangkanpadajenjangmenengah(SMA/SMK)angkapartisipasimasih

rendahdengantingkatkesenjanganyangsangattinggibaikdalam konteks

wilayahmaupunstatussosialekonomimasyarakat.

Dalam rentang dua dekade,tingkatpartisipasipendidikan menegah

mengalamipeningkatansangatsignifikan,namunmasihterjadikesenjangan

yang cukup tajam,dilihatdaridata series susenas menunjukkan suatu

pencapaianyangsangatpenting.Perbedaanpartisipasipendidikandaritahunke

tahunsemakinsedikit,dari57,30persen(2000)turundrastismenjadi52,12

persen(2019)secaraperlahan,pemerintahberhasilmengatasiketimpangan

aksessebagiwujudpemenuhanhakdasarwarganegaraataspendidikan.13

Upayapemerintahdalam mempercepatpemerataanpendidikandengan

13AmichAlhumami,pendidikandimasapandemicovid-19,harianumum,terbit28Juni1965,
kompas,senin,280ktober2020,.hlm.6



adanyapenetapansistem zonasiyangdiatursebelumnyadalam Permendikbud

Nomor17Tahun2017digantikandenganPermendikbudNomor14Tahun2018

adalahPenerimaanPesertaDidikBaru(PPDB)yangmenekankanpadajarakatau

radiusantararumahsiswadengansekolah,dengandemikiansiapayanglebih

dekatdengansekolahmakaialebihberhakmendapatkanlayananpendidikan

darisekolahtersebut.

DalampembentukanPermendikbudNomor14tahun2018mengingatdalam

Undang-undangNomor12Tahun2011yangterdapatpadaPasal7ayat(1)

tentangjenisdanhierarkiPeraturanPerundang-undanganadanyaperaturan

pemerintahdalampembentukanPermendikbudNomor14Tahun2018yaitu:

1.PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentangStandarNasional

Pendidikan.

2.Peraturan Pemerintah Nomor48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan

Pendidikan.

3.PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010TentangPengelolaandan

PenyelenggaraanPendidikan.

Secara hukum pemberlakuan sistem zonasipada PPDB tidakhanya

berdasarkanketentuanUndang-undangtetapijugaberdasarkanpadatujuan

hukum yaitu bertujuan untuk mempercepatpemerataan pendidikan yang

berkualitas,padakenyataannyapemberlakuansistem zonasipadaPPDBtidak

sesuaidengankenyataan,masihbanyakcalonpesertadidik yangsusah

mendapatkansekolahdengandiberlakukannyasistem zonasi(sistem jarak).

SistemZonasimerupakanbagianidedariOmbudsmanRepublikIndonesiapada



tahun 2016 kepada Kemendikbud,Kemendagri,dan Kemenag,kemudian

dilaksanakan oleh MenteriPendidikan dan Kebudayaan dengan tujuan

menghilangkanpredikatsekolahfavoritdantidakfavoritdanagartercipta

pemerataankualitaspendidikandiseluruhsekolahdiIndonesia.

Padadasarnyadikeluarkannyaaturantersebutdimaksudkansebagaisuatu

prosespemerataanpesertadidikantarapendidikanatausekolahdiwilayahkota

denganpendidikanatausekolahdiwilayahpedesaan.Darisisipembuatan

kebijakan,terdapatsuatutujuanbaikyaituagaranakdapatsekolahdekat

dengantempattinggaltanpamelihathasildariUjianAkhirNasionalsebagai

syaratmutlakkelulusandanmencarisekolah.Penerapansistem zonasijuga

memilikitujuanuntukmenghapusistilahsekolahfavoritpadasekolahnegeri

yangmemangpalingdiminatidiseluruhwilayahdiIndonesia.Haltersebut

didasarkankarenaterdapatpandangandualismedalamsistempendidikanterkait

sekolahfavoritdansekolahNonfavorit.Selainitujugapenerapansistemzonasi

terhadap PPDB didasarkan oleh keinginan pemerintah untuk memberikan

pendidikanyangbaikdanmumpunibagiseluruhwarganegaranya.

Idealnyadalam penerapanPPBD Zonasiyaituanakdapatmemperoleh

layananpendidikanyangterdekatdarirumahatautempattinggalnya,jikadalam

satuzonakelebihankuotamakadinaspendidikanmencarikansekolahatau

membukakuotatambahansehinggatidakadaanakyangtidakmendapatkan

sekolah.AkantetapipenerapanPermendikbudNomor14Tahun2018terkait

Sistem Zonasidalam PenerimaanPesertaDidikBaru(PPDB)disekolahnegeri

telahmemicuprotesdankekecewaandarisebagianorangtuasiswa.



MenurutdataOmbudsmanRepublikIndonesia(ORI),pengaduanterkait

penerapanPermendikbudNomor14Tahun2018bahkantelahmencapaiangka

268(SuaraPembaruan,15Juli2018).BanyakyangmenilaiPasal16ayat(1)

Permendikbud yang menyatakan bahwa sekolah yang diselenggarakan

pemerintahwajibmenerimacalonpesertadidikyangberdomisilipadaradius

zonaterdekatdarisekolahjustrudinilaitidakadilkarenanilaiUNyangtinggi

sebagaihasildarikesungguhan peserta didikdalam belajarseakan-akan

dianggapsia-siakarenadikalahkanolehjarakantararumahdansekolahataupun

statussosialekonomi.Aturanpasalyangmengaturmengenaipembatasan

jumlahpesertadidikdariluarzonayanghanya5% dirasamerugikanpeserta

didikyanginginmendapatkanlayananpendidikanyanglebihbaikdibandingkan

denganyangadadidekattempattinggalnya.14

MantanMenteriPendidikanMuhadjirEfendymenyatakansistem zonasi

masihperluevaluasidanperbaikan,sedangkanmenurutWasekjenFederasi

SerikatGuruIndonesia(FSGI),SatriawanSalim menilaiadaempatmasalah

sistem zonasipadapelaksanaanPPDB2018.Masalahyangmunculyaitujalur

SuratKeteranganTidakMampu(SKTM)diJawaTengahdanJawaBarat.Pada

Pasal16ayat(1)sampai(6)PermendikbudNomor14Tahun2018tentangPPDB

tidakadajalurSuratKeteranganTidakMampu(SKTM).15

Masalahkeduaadalahberkaitandenganperpindahantempattinggaltiba-

tiba selanjutnya masalah ketiga yang masih berkaitan dengan kewajiban

14 https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-14-II-P3DI-Juli-2018-
214.pdf

15 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180711170805-20-313332/mendikbud-respons-
kritikan-soal-sistem-zonasi-ppdb/)



menerima90%calonsiswayangtinggaldilokasidekatsekolah.Masalahterakhir

adalahberkaitaneratdenganpoinketiga,ketikadisatusisiadasekolahyang

kekurangansiswayangkekurangansiswa,disisilainadasekolahyangkelebihan

peminatkarena berada pada zona padat.16 Haltersebuthanya segelintir

persoalanyangmunculpadakebijakanyangdiambilolehpemerintahdalamhal

iniKementerianPendidikan,makapersoalantersebutselainbermasalahsecara

sosiologisjugabermasalahsecarayuridis,Olehkarenaitu,sayaakanmenjadikan

haltersebutsebagaidasaruntukmelakukanpenelitianpadatugasakhirsarjana

stratasatudifakultashukumdenganmengangkatjudul:

KAJIANYURIDISPEMBERLAKUANPASAL16AYAT(1)PERATURAN

MENTERIPENDIDIKANDANKEBUDAYAANNOMOR14TAHUN2018

TENTANG SISTEM ZONASIPADAPENERIMAANPESERTADIDIK

BARU BERTENTANGAN DENGAN PASAL51AYAT(1)UNDANG-

UNDANGNOMOR20TAHUN2003TENTANGSISTEMPENDIDIKAN

NASIONAL.

B.RumusanMasalah

1.BagaimanaKeabsahanPasal16ayat(1)PermendikbudNomor14Tahun

2018TentangSistem ZonasipadaPenerimaanPesertaDidikBaruDiuji

denganPasal51ayat(1)Undang-UndangNomor20Tahun2003Tentang

SistemPendidikanNasional?

2.BagaimanaDampaksecaranyatadariPemberlakuanPasal16ayat(1)

16https://tirto.id/memahami-sistem-zonasi-sekolah-di-ppdb-2019-ecEz.



PermendikbudNomor14Tahun2018TentangSistem ZonasipadaProses

PenerimaanPesertaDidikBaru?

C.TujuanPenelitian

1.Untukmengetahuibagaimanakeabsahandarisistem zonasipadaproses

penerimaanpesertadidikbaruyangDiujidengansistempendidikannasional.

2.Untukmengetahuiapadampakdaripemberlakuan sistem zonasipada

prosespenerimaanpesertadidikbaru.

D. ManfaatPenelitian

Adapunmanfaatdaripenelitianiniadalah:

1.Manfaatteoritis

a.Melaluipenelitianinidiharapkandapatmenambahpengetahuandi

bidangHukumTataNegara.

b.Hasilpenelitianinidiharapkanmemberikansumbanganpemikirandan

pengembanganpengetahuandalambidangHukumTataNegarayang

berkenaandenganpemberlakuansistemZonasiPPDB.

2.ManfaatPraktis

a.Dapatmemberikandanmenambahwawasanbagiwarganegaradan

pihak-pihaklaindalampemberlakuansistemZonasiPPDB.

b.Memberikaninformasikepadamasyarakatyanginginmenyekolahkan



anak-anakmerekadenganmenggunakansistemZonasiPPDB.

c.Dapatmelakukanpemerataansiswa-siswadisekolah.

E.MetodePenelitian

UntukmenjawabpermasalahandiataspenelitimemakaimetodeYuridis

empirismaksudnyaadalahsuatupenelitianyangdilakukanterhadapkeadaan

sebenarnya atau nyata yang telah terjadidimasyarakatdengan maksud

mengetahuidanmenemukanfakta-faktadandatayangdibutuhkan.untuk

melaksanakanmetodeyuridisempirisdiperlukanlangkah-langkahsebagai

berikut:

1.SifatPenelitian

Sifatpenelitianyang digunakandalam penelitianiniadalahstudi

kepustakaanyanggunakandalam mengumpulkaninformasidandata

denganbantuanberbagaimacam materialyangadadidokumen,buku,

majalah,artikeldanjurnal.

2.SumberdanJenisData

a.Sumberdata

1)Penelitiankepustakaan(LibraryResearch)

Bersumberpadabukuatauyangberkaitandenganmasalah

yangditeliti.Studikepustakaandilakukandenganbeberapatempat



yaitu:PustakaPusatUniversitasAndalas,PustakaFakultasHukum

Universitasdanbacaanlainnya.

b.Jenisdata

DataPrimer

DataPrimeradalahdatayanglangsungdidapatkandarisumber

dengan cara wawancara dengan subjek penelitibaik secara

observasiataupunpengamatanlangsung.

Didapatmelaluiterhadap bahan-bahan pustaka terhadap

bahan-bahanhukumseperti:

a)Bahanhukum primeradalahbahanhukum yangmempunyai

otoritas(autooritatie).17MenurutCohen&Olsonbahanhukum

primeradalahsemuaaturanyangtertulisyangditegakkanoleh

negara,semuaitubiasaditemukandalamputusanpengadilan

yangtelahberkekuatanhukum tetap,undang-undangyang

ditetapkanpermanen,keputusandanperaturaneksekutif,dan

putusanhukumagen-agenadministrasi.18

Datasekunder

Data sekunder,adalah bahan hukum yang memberikan

penjelasan atau keterangan-keterangan mengenaiPeraturan-

17ZainudinAli,MetodePenelitianHukum(Jakarta;SinarGrafikaOfset,2009)hal47.
18IMade Pasek Diantha,Metode Penelitian Hukum NormatifDalam JustifikasiTeori
Hukum(Jakarta:PrenadaMediaGroup,2016),hal142.



peraturanPerundang-undangan,berbentukbuku-bukuyangditulis

olehparaSarjanaHukum,literatur-literaturhasilpemikiranyangdi

publikasikan,makalah,jurnal-jurnalHukum danlain-lain.Bahan

hukumsekunderyangpalingutamaadalahbukuteks.19Dalamarti

luasbahanhukum sekunderadalahbahanhukum yangtidak

tergolongbahanhukum primeratautermasuksegalakaryailmiah

hukum yangtidakdipublikasikanatauyangdimuatdikoranatau

majalahpopuler20Bahanhukumtersebutatas:

(1) Undang-undangDasarNegaraRepublikIndonesia1945;

(2) PermendikbudNomor14Tahun2018TentangPenerimaan

PesertaDidikBaruPadaTamanKanak-kanak,Sekolah

Dasar,SekolahMenengahPertama,SekolahMenengah

Atas,Sekolah Menegah Kejuruan atau bentuk lain

sederajat;

(3) Undang-undangPendidikannasionalNomor20Tahun

2003TentangSistemPendidikanNasional;

(4) Undang-undang Nomor 12 Tentang Pembentukan

PeraturanPerundang-undangan;

(5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

PerubahanatasUndang-undangNomor12Tahun2011

19Ibid,hal54
20Ibid,hal144



TentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan.

(6) PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005Tentang

StandarNasionalPendidikan

(7) PeraturanPemerintahNomor48Tahun2008Tentang

PendanaanPendidikan

(8) PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010 Tentang

PengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan

(9) Undang-undangNomor23Tahun2014TentangPeraturan

Daerah


